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BUPATI SEMARANG 

PERA TURAN BUP ATI SEMARANG 

NOMOR J~ TAHUN 2012 

TENTANG 
PERUBAHAN ATASPERATURANBUPATINOMOR 76 TAHUN2011 

TENTANG STANDARISASI BIA YA KEGIATAN, HONORARIUM, 
PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / 
JASA KEBUTUHAN PEMERINI'AH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan biaya. harian 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Angka Romawi I huruf 
B. PERJALANAN DINAS LUAR _ DAERAH KABUPATEN 
SEMARANG Angka 1 dan Angka 2 Petaturan Bupati Semarang 
Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya 
Kegiatan,Honorarium,Pemeliharaan,.Persewaan dan Standarisasi 
Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah · · Kabupaten 
Semarang tahun 2012,karena berdasarkan hasil evaluasi tidak 
dapat mencukupi biaya harian perjalanan ke daerah tujuan 
maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya 
Kegiatan,Honorarium,Pemeliharaan,.Persewaan dan Standarisasi 
Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten 
Semarang tahun 2012; · 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Semarang; 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah, Swatantra 
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 
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3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali _diubah terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang - Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -- undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

9. Peraturcin Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan . 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); · 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah I<abupaten/ Kota 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2007 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peratu.ran Presiden Nomor 35 Tahun 2011tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peratu.ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ; 

16. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaar, Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peratu.ran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

17. Peraturan Ment~ri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis· Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

18. Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang 
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang 
Standar Biaya Tahun Anggaran 2011; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat / 
Pegawai di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah 
Daerah, dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 84 Tahun 2010 
tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa 
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG 
STANDARISASI BIA YA KEGIATAN, HONORARIUM, 



PEME½Il:IARAAN, PER$EW MN DAN 'STANDARISASI HARGA 
BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG TAHUN 2012 . 

. . Pasal I 

Ketentuan Lampiran angka romawi I huruf B.PERJALANAN DINAS . LU.AR 
. DAERAH KABUPATEN SEMARANG angka 1 dan angka 2 Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, 
Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan • 
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2012 Nomor 76), diubah sehingga huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang . 
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Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 02 -03- 2012 
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JUMLAH BIAVA JENIS KEGIATAN URAJAN KEGIATAN 
NO. PERJALANAN 

1 2 3 4 
B. PERJALANAN DINAS 1. LUARJAWA: 

LUARDAERAH Buoati Semarang I Ketua DPRD . 1.960.000 
KABUPATENSEMARANG Wakil Booati Semarang I Wakil Ketua DPRD 1.755.000 

a. Tingkat f:,J Golongan IV/ Anggota DPRD 1.485.000 
b. Til'lQkat Bl Golonoan Ill 1.285.000 
C. Tingkat Cl Golonoan II 1.135.000 
d. Tingkat DI Golongan I 935.000 

2. Daerah Khusus lbukota Jakarta, Jawa Barat 
• . Jawa Timur : 

Bwati Semarang I Ketua DPRD 1.895.000 
Wakil Bupati Semarang I Wakil Ketua DPRD 1.720.000 
a. Tingkat N Golongan IV I Anggota DPRD 1.445.000 
b. Tingkat 8/ Golongan Ill 1.270.000 
c. Tingkat Cl Golongan II 1.145.000 
d. Tingkat DI Golongan I 970.000 

3. Rata-Rata Jateng dan Daerah lstirnewa -
Yoavakarta (rnenginap) : 

· Bupati Sernarana / Ketua DPRD 1.060.000 
Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD 995.000 
a. Tingkat N Golongan IV/ Anggota DPRD · 810.000 
b. Tingkat Bl Golongan Ill 670.000 
c. Tingkat Cl Golongan II 480.000 
d. Tingkat 0/ Golongan I 390.000 

-
LAMPIRAN 
PERA TURAN BUP ATI SEMARANG 
NOMOR.3'fTAHUN 2012 
TENTANG: 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 76 TAHUN 2011 TENT ANG STANDARISASI BIA YA 
KEGIAT AN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN 
DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN 
PEMERINTAH KABUP ATEN SEMARANG TAHUN 11)12 

PERINCIAN BIAVA PERJALANAN 
BIAVA KETERANGAN 

PENGINAPAN BIAVA HARIAN 

5 6 7 
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang saaniutnva 

1.000.000 960.000 disebut Perjalanan Dinas adalah __ ;__, ..... keluar 
900.000 855.000 temoat ked.ldukan bak -, ........... , -n mal.(UI 
700.000 785.000 secara bersama yang jaraknya sek~urananva 
550.000 735.000 5 Oimal kilometer dari batas kota, vana dlakukan 
450.000 Ge.5.000 dalam wilavah l"8Pltllik indonesia unn.t kepentingan 
300.000 635.000 negara/ daerah alas perintah pejabat yang ber-

wenang, terrnasuk kembali ketempat semula. 

2. Uana harian ten:iri dari uang makan, Ucll(J saku dan 
1.000.000 895.000 transport lokal. 

900.000 820.000 
700.000 745.000 3. Laporan Pertanoounaiawaban Perialanan 
550.000 720.000 Dinas cibuktikan denaan : 
450.000 695.000 a. Surat Perintah Tuaas ; 
300.000 670.000 b. Surat Perintah Pefialanan Dinas ; . 

c. Tiket Perai - P\Jlang ; 
d. · Lll>oran Perialanan Dinas. 

700.000 360.000 4. Uang transoort Pemi-P\Jlana (PP) dari tempat tuaas 
650.000 345.000 · ke ternpat tujuan <ibayar tersencliri berdasarkan 
500.000 310.000 Prinsip keW.uhan nvata (at cost). 
400.000 270.000 ........__ 

250.000 230.000 5. Perjalanan Dinas yang rnernerlukan pindah angkutan 
200.000 190.000 dioemitungkan biaya perjalanan dinasnva smll8i ke 

. t81Tl>at vana dtuju dan kembali laai ketempat semula. 
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4. Perjalanan Jateng dan Daerah lstimewa-
Yoavakarta Perai-Pulang (tidak menginap) · 6. Periaaflcll Dinas Ja:>atan Buoati/ Waki Bli>ati yang 
Lebih dart 6 (enam ) Jam atau Sehari : lebih dari 6 jam dbertkan Uang R,.,....,.,,.,..tif 
Bi.,pati $emarang / Ketua DPRD 450.000 450.000 Rp. 200.000,-
Wakil Bl4)8ti Semarang / Wakll Ketua DPRD 340.000 340.000 
a. Tingkat N Golongan IV I Anggota DPRD 260.000 260.000 7. Perjalanan dnas cliperbolehkan menggunakan 
b. Tinakat Bl Golonaan Ill 225.000 225.000 kendaraan dirias, pribad atau sewa. 
c. Tingkat Cl Golongan II 190.000 190.000 
d. Tingkat DI Golonaan I 155.000 155.000 

Kurang dart 6 (enam) Jam : 8. Perjalanan dnas yang menaaunakan kendaraan 
Buoati Semarang/ Ketua DPRD 225.000 clinas/ Dlibad roda 2 atau roda 4, aberika'l BBM 
Wakil Buoati Semarana I Wakil Ketua DPRD 190.000 sesuai iarak yana ditempuh, sedangkan vana 
a. Tingkat N Golongan IV/ Anggota DPRD 185.000 rnenggunakan kendaraan sewa ongkos sewa 
b. Tingkat Bl Golongan Ill 160.000 sesuaitmel. 
c. Tinakat Cl Golonaan II 140.000 
d. Tingkat 0/ Golongan I 130.000 9. Apabila oerialanan clinas menggunakan mobil clinas 

atau mobil pribadi maka transoort Peroi..pulang dan 
5. Perialanan cinas yang melaksanakan ra- transport lokal tidak cliberikan. 

oat dari oagi sampai malam atau 
(oer1u penginapan) untuk peserta raoat : 10. Untuk P81aksanaan Diklat/ Keaiatan lain vana di-

haruskan menyetor keoada oanitia .,.,.,,.,...,."H~ara 
a. Kota Semarang : (kontnbusi). tidak doerhitungkan dengan biaya 

1) Tingkat N Golongan IV 485.000 260.000 225.000 oerialanan cinas. 
2) Tingkat Bl Golonaan Ill 430.000 225.000 205.000 
3) Tinakat Cl Golongan II 360.000 175.000 185.000 11. PNS/PTT yang melakukan oerialanan dnas 
4) Tingkat DI Golongan I 315.000 150.000 165.000 ............... , ..,;. ~; pinl)inan; diprioritaskan untuk daoat 

Menggunakan transportasi clan penginapan sesuai 
b. Kota Salatiga : dengan pejabat yang ddampingi. 

1) Tingkat N Golongan IV 440.000 230.000 210.000 
2) Tingkat B/ Golongan Ill 390.000 200.000 190.000 12. Pimpinan lembaga/ Organisasi sosiat/kemasyarakat-
3) Tingkat Cl Golongan II 330.000 160.000 170.000 tan ciberikan transportasi yang besarannya mak-
4) Tingkat DI Golongan I 280.000 130.000 150.000 simal dari perjalanan dnas PNS Golongan Ill. 
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6. Petjalanan dnas pengemudi atau yang 13. Anggota / Stat lent,aga/ Organisasi Sosia / 
Menda"l)ingi Peserta rapat atau Kernasyarakatan I CPNS / PTT dberikM tiaya 
(perlu menginap) untuk wilayah : transpor tasi yang besarannya maksimal 75% dari 
a. Kota Semarang : perjala nan dnas PNS dengan sbaa pencldkan : 

1) Tingkat /1/ Golongan IV 275.000 125.000 150.000 a. Sarjana dsetarakan Golongan Ill 
2) Tingkat 81 Golongan Ill 260.000 120.000 140.000 b. 03 / SLT A dsetarakan Golongan II 
3) Tlngkat Cl Golongan II 250.000 115.000 135.000 
4) Tingkat DI Golongan I 240.000 110.000 130.000 14. Penggunaan perjalanan dinas untuc luar negeri 

Mengacu pada : . 
b. Kota Salatiga : a. lnstruksi Presiden No.11'2005 T entang peljalanan 

1) Tingkat /1/ Golongan IV 265.000 125.000 140.000 Oinas Keluar Negeri 
2) Tingkat 81 Golongan Ill 250.000 120.000 130.000 b. Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010 
3) Tingkat Cl Golongan II 235.000 115.000 120.000 c. Peraturan Menteri Daarn Negeri Nanor 11 / 2011 
4) Tingkat DI Golongan I 220.000 110.000 110.000 

7. Perjalanan dnas ke Kota Smg {PP) : 
a. Lebih darl 6 (enam) Jam : 
. 1) Tingkat N Golongan IV . 100.000 

2) Tingkat Bl Golongan Ill 90.000 
3) Tingkat Cl Golongan II 80.000 
4) Tingkat D/ Golongan I 70.000 

. 
b. Kurang dar1 6 (enam) Jam : 

1) Tingkat /1/ Golongan IV 70.000 
2) Tingkat Bl Golongan Ill 65.000 
3) Tingkat Cl Golongan 11 60.000 
4) Tingkat D/ Golongan I 55.000 

8. Perjalanan cinas ke Kota Salatiga 
Pergi-Pulang {PP) : 
a. Lebih dari 6 (enam) Jam : 

1) Tingkat /1/ Golongan IV 90.000 
2) Tingkat B/ Golongan Ill 80.000 
3) Tingkat C/ Golongan II 70.000 
4) Tingkat DI Golongan I 60.000 
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b. "Kurang dari 6 (enam) Jam : 
1) Tingkat N Golongan IV 60.000 
2) Tingkat Bl Golongan 111 55.000 
3) Tingkat Cl Golongan 11 50.000 
4) Tingkat DI Golongan I 45.000 
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